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ABSTRAK

Tanah menjadi pusat perhatian pemerimiah dikarenakan Besarnva peranan
vang dunilikinya, dan nepara Indonesia sebagal negara hukum maka pemerimtah
Republik Indonesia menwatur permasalahan mengenat anah secara cermat dengan
herbagal peraturan perundang-undangan. Salah saty  hal vang dwatur dalam
undang-undang ttu adalah mengenai peraithan hak atas tanah. termasuk denvan
padan jual bel hak atas tanah

Dalam  penulisan skripsi ini penulis - mengemukakan  permasalahun
muengenal prosedur dan pelaksanaan pembuatan akta Jual beli tanah oleh Pejabar
Pembuat Akl Tanah di Ko Bukttimgar. serta kendala-kendali vang diteniui
olch Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaun pembuatan abta jual bely
tanah

Untuk membahas permasalahan di atas maka penudis dalam mielakukan
penchitan memakar metode pendekatan vuridis sosiologis vaitu mencekankan
permasalithan di atas pada aspek hukum dan dikaitkan dengan prakiek dilapanyan
dengan mewawancaral pihak-pihak terkait atay responden. Kemudian jenis data
vang dipunakan ada 2 jems vaitv data primer dan dats sekunder. serelah dam
terkumpul lalu dianalisa secara kualmadf

Sehubungan dengan peraliban hak atas tinah tersehut maka bila dilihat
datam peraturan pelaksananya vaknt dalam Peraturan Pemeriniah Nomor 24 R o
tentany Pendaltaran Tanah, dapat diketabur bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah
Empunyal peranan vang sangatl penting. dimana dikatakan untuk melakukan
suat perabihan hall aas tanah, terlehih dahulu hak alas tanah wrsehut harus
dibuatkan suaty tanda bukti ving berupa akta dar scorang Pejabat Pembuar Akt
Panah vane berwenang  sesua dengan perturan perundang-undangan vang
berlaky

Setelah penuhis melakukan penchtian. maka ditemui dalam pelaksanaan
pembuatan akia qual beli tangh oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah  df Ko
Bukitinga) masih ada sang belum sesuw denpan prosedur vang diatur oleh
netenluan perundang-undangan vang berlaky, serta banviahnva Lendala yiTy
ditradap oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah vang ditemun difapangan



BABI

PENDAHULUAN

AL Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan neeara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan wmum,
sepert vang tercantum dalam Pembukaan Undang Undange Dasar 1945 Alinea [V

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara vang tercantum dalam  Pembukaan

|

ndang Undang Dasar 1945 tersebut maka pemerintah berusiha mengidakan
pembangunan vang adil dan merata di sepala idang Pembangunan tersebut

dilaksanakan secara merata diseluruh wilavah 1anah mr tanpd mencabarkan hak-
E t -

hak masvarakat vang tersanekul didalamnyva. Dalam pelaksanaan pembangeunan,

hak atas tanah akan tetap memegang peranan penting dalam kehdupan manusia
lanah sebagcai faktor produkst selamanva memadi pusal perhatian pemeriniah
selak vaman penjajahan sampai sekarany. karena masalah agrara menvangku

seet hdup dan kehidupan suatu bangsa, hak-hak individu hak-hak kelompok

masvarakat dan merupakan hak bangsa untuk dapar tetap hidup dan herkembany

CHeh sebab ity masalah tanah tak dapat diabaikan bt saja
Sehagaimana telah dijelaskan dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945

Simana dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukuem (Rechtstaat), maka

il dy hubungkan denpan funes wnah vang sedemikian penting dibumiah suaty

peraturan mengenal tanah wersebul vang dituancekan dalam suai Undang Tindany

13

“oxok Agrana vaknl Undane-Undane Nemor 5 Tahun 1960,

dimann salah



satunva mengatur tentang masalah peralihan hak atas wanah, vang dapat terjads
karena

- lual Beli

= Lelang dimuka umum

- Tukar menukar

- Pewarisan

- Pembenan Menurut Adat

- Dan Lain Sebagainva

sedangkan dalam Undang Undang Nomor 5/1960, hak atas tanah vang dapat
S=== = dan dalihkan kepada pibak lamn vaitu -

si2e Wbk ( pasal 20 avat 2 UUPA )
= = Guna Usaha ( pasal 28 avat 3 UUPA
= =as Guna Bangunan { pasal 35 ayvat 3 UUPA |

“zam  pelaksanaannva  hak-hak  tersebut haruslah didafiarkan  menurat
secmean-hetentuan vang ada dalam UUPA. demikian pula dengan setiap
e sem nak tanah, hapusnva hak atas tansh dan pembebanannva.

serucbunzan dengan peralihan hak atas wnah tersebut, maka bila kit lika
=== peraturan pelaksananva vakm dalam Peraturan Pemenntah Nomor 24

e w=tan

¢ Pendaftaran Tanah, dapat kita ketahur babwasanva Pejabar Pembuat
S san PPAT ) mempunval peranan vang sangat pentine, dimana dikatakan
e fesal ST avat | L) PP Noo 2401997 Peralihan hak atas tanah dan hak milik
s semam ruman susun melalun jual beli tukar menukar mbah. pemasukan dalam

wesereas dan perbuatan hukum penundabian hak laimnva, kecual pemindalin



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan
I Akt vang dapal dibuat oleh PPAT adalah akia autentik sebapai bukti telah
dilakukan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas

satuan rumah susun. Perbuatan hukom tersebul antara lam

o3

o Jual helr

b Tukar menukar,

¢ lhbah
d. Pemasukan dalam perusahaan
e, Pembagian hak bevsama,
' Pembernian hak guna bangunan/hak pakan atas hak milik,
o E’L‘r‘:ﬂﬁ::ri;m hak tangounaan
h. Pemberian kuasa membertkan hak tangeungan
2 Prosedor pembuatan akta jual beh terdin dani dua tahap vaitg

i Persiapan pembuatan akla
Pemeriksaan kesesuaian sermfikat ke Kantor Pertanahan oleh PPAT
b Pelaksanaan pembuatan akia
- Ivhadin oleh para pihak atau suasanvi
- Pembuatan akia harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang

qithisl

]
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